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Anak, Pelaku dan Korban Kekerasan

JAMAL
WIWOHO

khir-akhir ini banyak peristiwa yang

menimpa dunia anak menyeruak ke-

permukaan dan mengagetkan hampir
seluruh komponen yang terkait dengan anak
pada bangsa ini. Awal bulan lalu publik di-
gemparkan adanya kekerasan dan kelainan
seksual yang menimpa seorang anak usia 5
tahun di sekolah yang sangat kesohor yakni
Jakarta Internasional School (JIS). Seolah tak
percaya bahwa dalam sekolah yang uang
SPP-nya tidak kurang dari Rp 300.000.000
per tahun itu salah seorang siswanya meng-
alami nasib menyedihkan dan mengganggu
kepribadian serta masa depannya.

Beberapa hari berikutnya publik juga di-
kagetkan dengan tindakan kekerasan terha-
dap anak-anak di Sukabumi, Jawa Barat yang
dilakukan oleh seorang pemuda Andri Sobari
alias Emon (24) yang diduga telah melaku-
kan kekerasan seksual kepada lebih dari 110
anak yang rata-rata berusia 8-15 tahun. Ada
persamaan dari dua kasus yang membuat se-
tiap orang tua harus berhati-hati dalam men-
didik dan memperhatikan buah hatinya, yaitu
tindak pidana yang dilakukan oleh orang
yang sudah dewasa dan korbannya adalah
anak di bawah umur.

Belum selesai penanganan kasus pedofi-
lia Emon yang menjadi monster pedofilia
menakutkan terhadap masa depan anak-anak,
publik digemparkan oleh kematian Renggo
Kadafi (11), murid kelas V B SDN 09 Maka-
sar Pagi, Jakarta Timur yang meninggal du-
nia akibat dianiaya (28 April) oleh kakak ke-
lasnya, SY (13). Kematian Renggo Kadafi
tersebut masih menyisakan beberapa perma-
salahan.

Pertama, berbeda dengan dua kasus pada
awal tulisan ini yakni pelaku tindak pidana
adalah orang dewasa dengan korban
anak/anak-anak, kasus Renggo Kadafi murni
tindak pidana penganiayaan yang dilakukan
oleh anak di bawah umur dan korbannya juga
anak di bawah umur pula.

Kedua, dari aspek pendidikan maka ka-
sus Renggo ini seolah memberi isyarat keti-
dakberhasilan dunia pendidikan khususnya
dalam menanamkan rasa saling menghor-
mati, saling mengasihi, saling bersatu antara
satu siswa dan siswa lainnya. Karena masa-
lah ketidaksengajaan menyenggol makanan

kakak kelasnya, maka timbul penganiayaan
terhadap adik kelasnya dan mengakibatkan
kematian. Di samping itu secara khusus du-
gaan kepala sekolah, guru, dan pihak-pihak
di sekolah telah lalai mengawasi dan menja-
min keselamatan murid mendekati kenyata-
an.

Ketiga, dari aspek tanggung jawab nega-
ra, hal ini tentu ini sangat berkaitan dengan
perlindungan hukum terhadap pelaku tindak
pidana anak. Sudah saatnya negara hadir un-
tuk tetap memberi perlindungan hukum ter-
hadap pelaku tindak pidana tersebut, agar pe-
laku tidak mendapatkan trauma atas perbuat-
annya dan jauh lebih penting adalah bagai-
mana upaya-upaya pemulihan terhadap pela-
kunya sehingga nantinya tidak semakin terje-
rumus dalam lembah kegelapan.

Keempat, dari aspek perkembangan dan
percepatan teknologi informasi/telekomuni-
kasi terhadap anak-anak mengakibatkan anak
cenderung lebih mementingkan diri sendiri,
seolah anak tidak lagi memerlukan teman
lain dan jika ada orang lain yang tidak sesuai
dengan kemauannya, anak tersebut mudah
sekali tersulut untuk melakukan perbuatan
“perlawanan” terhadap orang lain. Di sam-
ping itu hadirnya siaran televisi yang banyak
menampilkan adegan heroik dengan
mengedepankan adegan kekerasan memberi
pemantik untuk anak meniru dan melakukan
kekerasan.

Kelima, pada anak yang berpotensi untuk
melakukan kekerasan, maka bagaimana in-
tervensi dari negara untuk menyiapkan ahli
psikolog dan tenaga kesehatan untuk selalu
mendampingi anak agar dapat mengurangi
dan mengeliminasi kekerasan yang pelaku-
nya anak-anak.

Dari kelima aspek hukum, maka dalam
hal perbuatan tindak pidana itu dilakukan
oleh anak di bawah umur maka penanganan-
nya tetap harus mengedepankan aspek per-
lindungan pada anak. Perlindungan hukum
bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya per-
lindungan terhadap berbagai kebebasan dan
hak asasi anak (fundamental rights and fre-
edoms of children) serta berbagai hal dengan
kesejahteraan anak.

Pada umumnya perlindungan hukum ba-
gi anak meliputi perlindungan terhadap kebe-
basan anak; perlindungan terhadap hak asasi
anak; serta perlindungan hukum terhadap se-
mua kepentingan anak yang berkaitan de-
ngan kesejahteraan. Secara filosofis, anak se-
bagai bagian dari generasi muda merupakan
potensi dan penerus cita-cita perjuangan
bangsa di masa akan datang dan memiliki pe-
ran strategis serta memiliki ciri khusus dalam
pembinaan dan perlindungan.

Dalam kasus pelaku penganiayaan terha-
dap Renggo, prinsip perlindungan hukum
terhadap anak harus sesuai dengan konvensi
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hak-hak anak (convention on the right of the
child) sebagaimana telah diratifikasi dengan
Keppres No 36 tahun 1990 tentang pengesa-
han Convention on the Rights of the Child
(konvensi tentang hak-hak anak).

Penanganan kasus Renggo Kadafi terse-
but tentu juga harus memperhatikan sub-
stansi UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak yang merupakan perubahan
dari UU No 3 Tahun 1997 tentang Peng-
adilan anak.

Salah satu hal yang penting dalam pelak-
sanaan UU tersebut adalah mengenai penem-
patan anak yang menjalani proses peradilan
dan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan
Khusus Anak (LPKA). Ide ini dimaksudkan
untuk menghindari adanya stagnasi terhadap
anak yang berhadapan dengan hukum dan di-
harapkan anak dapat kembali ke dalam ling-
kungan sosial secara wajar.

Di samping itu, tentunya ide untuk mere-
alisasi ide akan keadilan restoratif merupa-
kan proses diversi yakni semua pihak yang
terlibat dalam tindak pidana anak bersama-
sama mengatasi masalah serta menciptakan
suasana yang lebih baik dengan melibatkan
korban, anak, dan masyarakat. Selain itu
mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsi-
liasi, dan menenteramkan hati yang tidak
bersifat pembalasan tentu tetap menjadi pi-
lihan bagi aparat penegak hukum .

Adanya ciri dan sifat yang khas pada tin-
dak pidana anak dan demi perlindungan ter-
hadap anak, perkara anak yang berhadapan
dengan hukum wajib disidangkan pada peng-
adilan pidana anak yang berada di lingkung-
an peradilan umum. Proses mengadili terha-
dap tindak pidana anak sejak ditangkap, dita-
han, dan disidangkan di pengadilan pidana
anak yang pembinaannya wajib dilakukan
oleh pejabat khusus yang memahami masa-
lah anak, misalnya Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI), ahli psikologi, ahli
kesehatan anak.

Demikian juga jauh lebih penting adalah
upaya sebelum merealisasi proses peradilan,
para penegak hukum (polisi/jaksa), beserta
keluarga, dan masyarakat sebaiknya dapat
mengupayakan suatu alternatif penyelesaian
sengketa (alternative dispute resolution) yai-
tu proses di luar peradilan melalui upaya me-
diasi oleh mediator, misalnya KPAI mem-
pertemukan kedua orang tua agar dapat solu-
si terbaik semata-mata mempertimbangkan
masa depan pelaku dan agar dapat mewujud-
kan win-win solution menghadirkan keadilan
restoratif. Semoga.
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Suntik Antiandrogen
Pelaku Kekerasan
Seksual

Melihat kejahatan kekerasan
seksual yang makin marak akhir-
akhir ini, ada berbagai usul untuk
memberikan hukum seberat-berat-
nya bagi pelaku kejahatan seksual
ini. Selama ini dinilai hukuman
yang diberikan kepada pelaku ke-
kerasan seksual ini terlalu ringan
sehingga para pelaku tidak takut
melakukan kejahatan yang sama.

Akhir-akhir ini muncul usulan
dari Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) agar para pelaku
kekerasan seksual ini dikebiri de-
ngan menyuntikkan antiandrogen.
Alasannya dengan suntikan antian-
drogen, mata rantai kejahatan sek-
sual ini akan terputus.

Menurut informasi sudah ba-
nyak negara yang menerapkan hu-
kuman seperti ini, seperti Jerman,
Rusia, dan Korea Selatan.

Kita tidak tahu apakah melak-
sanakan hukuman seperti ini sudah
ada aturannya atau belum dan kira-
nya perlu dilakukan pembahasan
lebih mendalam apakah tidak ber-
tentangan dengan HAM.

Hanya saja masyarakat yang
saat ini begitu marah melihat pela-
ku kekerasan seksual ini, berbagai
usul yang disampaikan sebaiknya
menjadi pertimbangan pemerintah
dalam membuat undang-undang
untuk pelaku kekerasan seksual
ini.

Hanya saja perlu juga dipertim-
bangkan bahwa yang dilakukan
pelaku kekerasan seksual ini juga
tentunya bertentangan dengan
HAM karena membuat seorang
anak yang menjadi korbannya
menjadi menderita.

Apa pun yang menjadi kepu-
tusan pemerintah dalam menghu-
kum pelaku kekerasan seksual ini,
pasti ada yang pro dan kontra. Ha-
nya saja harus dicari upaya yang
terbaik agar kejahatan yang sama
tidak terus berulang.

Iwan Tsg
Bekasi,
Jawa Barat
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